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ABSTRACT

Land ownership conflicts often arise between communities, the government,
and both private and state-owned enterprises (BUMN). PT Pertamina (Persero), as
one of the state-owned enterprises (BUMN), has also encountered similar conflicts
regarding land asset ownership. This research aims to outline the chronology of the
land asset ownership conflict between the community and the Banyuasin Regency

Government with PT Pertamina (Persero) in Banyuasin Regency, identify the
primary causes of the conflict, and propose alternative solutions for addressing and
resolving the issue. This research utilizes a qualitative method with a descriptive
approach, collecting data through interviews, observations, and document analysis.
The conflict originated with land control by the community since 1955, PT
Pertamina (Persero) which acquired the land from PT Stanvac Indonesia in 1970,
failed to extend the HGB that expired in 1980. Land administration was not
managed until 2021, leading to increased community awareness and their efforts to
fight for their land rights. The dominant causes of the conflict include disorganized
land administration, overlapping land control and utilization, and the use of the land
by the Banyuasin Regency Government for public purposes. Alternative solutions
for handling and resolving this land asset ownership conflict may be found in
Perpres No0.62/2023, which focuses on the acceleration of agrarian reform.
Resolving this conflict requires prompt action through effective collaboration
between the involved parties to achieve a fair solution.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman berjalan seiring dengan cepatnya pertumbuhan
suatu kota dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, sehingga membuat
kebutuhan akan lahan semakin tinggi (Hidayat dkk., 2023). Kebutuhan
penduduk terhadap tanah tentunya tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja,
kebutuhan terhadap tanah yang terus meningkat juga terjadi pada kota-kota
kecil bahkan pedesaan (Permatasari & Mardiatno, 2016). Pada dasarnya sifat
manusia yang selalu terus menginginkan hal-hal yang baru untuk memenuhi
kebutuhannya yang tidak pernah akan habis, salah satunya kebutuhan lahan
(Aprilliani dkk., 2020). Namun, peningkatan kebutuhan lahan ini tidak selalu
diimbangi dengan ketersediaan lahan yang mencukupi, sehingga menyebabkan
tanah menjadi komoditas ekonomi dengan nilai yang sangat tinggi dan
menimbulkan banyak konflik agraria (Nurdin, 2018).

Pada tahun 2023, konflik agraria di Indonesia menyebabkan 241
letusan konflik, yang menyebabkan kehilangan seluas 638.188 hektar tanah
pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap, dan pemukiman dari 135.608 Kartu
Keluarga (KK). Sebanyak 110 letusan konflik mengakibatkan kematian 608
pejuang hak atas tanah sebagai akibat dari tindakan represif yang diterapkan
di wilayah konflik agraria. Dari enam negara lain di Asia: India, Kamboja,
Filipina, Bangladesh, dan Nepal, angka ini berada di urutan teratas (Wijaya,
2024).

Terdapat 11 (sebelas) tipologi kasus pertanahan berdasarkan Pasal 8
ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional (PMNATR/Ka. BPN) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan
Kasus Pertanahan. Salah satunya penguasaan dan pemilikan tanah, masalah
ini terjadi karena perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan
mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum
dilekati hak (tanah negara) maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu
(Zulpian Karno, 2016). Konflik ini seringkali melibatkan aset-aset Badan



Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikuasai oleh masyarakat. Akar
permasalahan ini muncul akibat perbedaan kepentingan antara masyarakat
yang membutuhkan lahan dengan BUMN yang mengelola aset tersebut
sebagai kekayaan negara.

Konflik penguasaan tanah antara masyarakat dengan BUMN, sering
kali diwarnai oleh perbedaan persepsi. Salah satu contoh yaitu Konflik antara
PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Masyarakat di Kabupaten
Lampung Selatan, dimana Masyarakat merasa memiliki hak atas tanah yang
telah ditempati selama beberapa generasi, sedangkan PT KAI (Persero)
sebagai BUMN memiliki tanggungjawab untuk mengelola aset perusahaan
(Wardojo, 2024). Kasus lainnya terjadi pada PT Perkebunan Nusantara
(PTPN) XIV Kebun Awaya dengan Masyarakat Negeri Tananahu Kabupaten
Maluku Tengah, dimana Masyarakat mengklaim penguasaan dan pemilikan
tanah tersebut (Tipak dkk., 2021). Konflik-konflik semacam ini sering kali
terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, di mana aset- aset tanah yang dikelola
BUMN berpotensi menjadi konflik antara kepentingan pemerintah dan hak-
hak masyarakat setempat. PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu BUMN
yang juga mengalami konflik serupa terkait penguasaan aset tanah.

Konflik agraria menunjukkan adanya ketimpangan dalam penguasaan
tanah antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan baik swasta maupun
BUMN. Ketimpangan ini menciptakan situasi di mana masyarakat lokal
seringkali berada pada posisi yang lemah secara ekonomi, hukum, dan sosial,
sementara akses dan kendali atas tanah lebih cenderung diberikan kepada
entitas besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh politik lebih
besar. Dalam perspektif Sustainable Development Goals (SDGs) ke 10,
pengurangan ketimpangan (Reduced Inequalities) berarti menjamin akses
yang adil dan merata terhadap sumber daya. Upaya penyelesaian konflik harus
memperhatikan prinsip keadilan sosial yang diharapkan dapat mendukung
pencapaian SDGs 10 dengan mengurangi ketimpangan dalam penguasaan
sumber daya.

SDGs ke 16 bertujuan untuk membangun masyarakat yang damai,



adil, dan inklusif, dengan menciptakan akses keadilan bagi semua. Dalam
konflik antara m asyarakat, pemerintah dan p erusahaan, potensi gesekan
dan ketegangan bisa meningkat apabila penyelesaiannya tidak dilakukan
secara damai. SDGs 16 mendorong terciptanya masyarakat yang damai
melalui mediasi atau dialog untuk menyelesaikan masalah secara inklusif.

Jika diperhatikan dari perspektif pembangunan sosial-ekonomi,
Indonesia menghadapi tantangan dan peluang besar berupa bonus demografi
yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada tahun 2045, bersamaan dengan
momen Indonesia Emas 2045. Bonus demografi ini merupakan kondisi di
mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih tinggi
dibandingkan usia non-produktif. Namun, konflik yang berlarut larut dapat
menghambat kesejahteraan masyarakat serta menciptakan beban sosial yang
mempersulit tercapainya Indonesia Emas 2024.

Merespons kebutuhan ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyusun tujuh arah kebijakan
strategis untuk periode 2025-2029, salah satunya dengan fokus pada mitigasi
dan pencegahan konflik pertanahan yang sering terjadi di berbagai daerah
(Amila, 2024). Dengan adanya pendekatan mitigasi dan pencegahan konflik
yang tepat, diharapkan konflik dapat diselesaikan secara adil dan
berkelanjutan, mendukung stabilitas sosial dan kepastian hukum yang selaras
dengan visi kebijakan strategis Kementerian ATR/BPN untuk tahun 2025—
20209.

PT Pertamina (Persero) menguasai aset berupa tanah Eks Hak Guna
Bangunan (HGB) Nomor 1, Nomor 3, Nomor 5 dan Nomor 7 tertulis atas
nama Pertamina yang terletak pada 4 (Empat) Desa/Kelurahan yaitu Desa
Sungai Gerong, Desa Sungai Rebo dan Kelurahan Mariana Kecamatan
Banyuasin I dan Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan, Kabupaten
Banyuasin dengan luas sekitar 569,3 Ha. Tanah ini merupakan tanah aset yang
belum dimanfaatkan oleh Perusahaan. Hak guna bangunan tersebut telah
berakhir haknya sejak tahun 1980. PT Pertamina (Persero) tidak dapat

melakukan perpanjangan dan pembaharuan HGB tersebut karena jangka



waktunya telah berakhir melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Pasal
41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,
Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Sehingga PT
Pertamina (Persero) harus mengajukan permohonan pemberian HGB, namun
kondisi tanah aset tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain.
Masyarakat telah mendirikan rumah tinggal serta melakukan aktivitas
ekonomi di atas tanah tersebut. Tidak hanya masyarakat, Pemerintah
Kabupaten Banyuasin juga menguasai tanah tersebut untuk menyediakan
fasilitas sarana dan prasarana guna menunjang sosial ekonomi masyarakat.
Adapun fasilitas yang terdapat di atas tanah aset PT Pertamina (Persero) ini
yaitu bangunan Musholla, Sekolah Dasar, Gedung Serba Guna, Kantor Lurah
Mariana, Kantor Desa Sungai Gerong, Kantor Camat Banyuasin I, Kantor
Koramil, Rumah Dinas, dan Lapangan Sepakbola. Penguasaan yang
dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah tersebut telah dilakukan lebih dari
20 tahun.

Seperti yang dijelaskan Boedi Harsono (dalam Suwitra, 2014), konsep
penguasaan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penguasaan fisik dan penguasaan
yuridis. Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin menguasai secara
fisik dengan menggunakan dan mengambil manfaat dari tanah tersebut,
sedangkan secara yuridis dikuasai oleh PT Pertamina (Persero) sebagai aset
dan memenuhi kewajiban administrasi perpajakan. Pada tahun 2023, Bupati
Banyuasin melakukan pembentukan Tim Terpadu Pelaksanaan Inventarisasi
dan Sertipikasi Aset Tanah PT Pertamina (Persero) yang melibatkan banyak
instansi dan pihak terkait. Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut terdapat
1.276 tapak bangunan yang diinventarisasi atau seluas 54,4 Ha yang termasuk
dalam eks Hak Guna Bangunan PT Pertamina (Persero).

PT Pertamina (Persero) yang bertanggung jawab untuk mengelola aset
kekayaan negara yang dipisahkan berisiko kehilangan aset negara yang
dikelolanya. Sebagai BUMN, PT Pertamina (Persero) memiliki kewajiban
untuk mengamankan kekayaan negara sesuai dengan Pasal 2 Peraturan

Menteri BUMN Nomor Per- 06/MBU/2015 tentang Organisasi dan Tata



Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Sementara itu, pada sisi lain
masyarakat dan pemerintah berpendapat bahwa tanah yang mereka kuasai
selama lebih dari 20 tahun merupakan tanah negara, sehingga mereka merasa
memiliki hak atas penguasaan dan pemanfaatan atas tanah tersebut dan tidak
melanggar hukum. Masyarakat dan pemerintah yang terlibat dalam konflik
agraria ini membutuhkan tanah guna meningkatkan kesejahteraan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam
konflik penguasaan tanah aset PT Pertamina (Persero) di Desa Sungai
Gerong, Desa Sungai Rebo, dan Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin [
dan Desa Sungai Dua, Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Maka
peneliti melakukan penelitian dengan judul “Konflik Penguasaan Aset Tanah
Antara Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan PT
Pertamina (Persero) (Studi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera

Selatan)”

. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini sebagai
berikut :

1. Bagaimana konflik penguasaan aset tanah antara Masyarakat dan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan PT Pertamina (Persero) di Desa
Sungai Gerong, Desa Sungai Rebo, dan Kelurahan Mariana, Kecamatan
Banyuasin I dan Desa Sungai Dua, Kecamatan Rambutan Kabupaten
Banyuasin ?

2. Apa faktor penyebab utama/dominan terjadinya konflik penguasaan tanah
Eks HGB PT Pertamina (Persero) di Desa Sungai Gerong, Desa Sungai
Rebo, dan Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I dan Desa Sungai
Dua, Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ?

3. Bagaimana alternatif solusi penyelesaian konflik penguasaan aset tanah
antara Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan PT
Pertamina (Persero) di Desa Sungai Gerong, Desa Sungai Rebo, dan

Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I dan Desa Sungai Dua,



Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki
tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui kronologis konflik penguasaan aset tanah antara masyarakat
dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan PT Pertamina (Persero) di
Kabupaten Banyuasin;

2. Mengetahui faktor penyebab utama/dominan terjadinya konflik
penguasaan tanah Eks HGB PT Pertamina (Persero) di Desa Sungai
Gerong, Desa Sungai Rebo, dan Kelurahan Mariana, Kecamatan
Banyuasin I dan Desa Sungai Dua, Kecamatan Rambutan Kabupaten
Banyuasin;

3. Mengetahui Alternatif solusi penanganan dan penyelesaian konflik
penguasaan tanah Eks HGB atas nama PT Pertamina (Persero) dengan

Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian
Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi khalayak umum dan khususnya bagi penyusun sendiri, yaitu:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademisi
dan memberikan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat menambah
literatur penelitian penelitian selanjutnya khususnya konflik agraria.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan
pemahaman tentang penyelesaian konflik agraria dan dapat digunakan
sebagai referensi untuk menyelesaikan konflik agraria yang menjadi objek

penelitian serta pada konflik agraria serupa lainnya.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian bagian

sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Konflik

Penguasaan Aset Tanah antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten

Banyuasin dengan PT Pertamina (Persero) di Kabupaten Banyuasin, sebagai

berikut :

1.

Kronologis konflik penguasaan aset tanah antara masyarakat dan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan PT Pertamina (Persero) di
Kabupaten Banyuasin yaitu bermula dari penguasaan tanah oleh
masyarakat sejak tahun 1955, saat tanah tersebut masih dikelola oleh PT
Stanvac Indonesia. PT Pertamina (Persero) yang mengakuisisi tanah
tersebut pada 1970, tidak segera memperpanjang HGB yang berakhir
pada tahun 1980. Administrasi pertanahan tidak dilakukan hingga tahun
2021. Ketika PT Pertamina (Persero) akan melakukan permohonan
pemberian HGB, permohonan tersebut ditolak karena tanah tersebut telah
dikuasai oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Kondisi
ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut memperjuangkan hak
atas tanah yang telah mereka kuasai. Berdasarkan kriteria itikad baik,
ketiga pihak sama sama telah melakukan itikad baik dan PT Pertamina
(Persero) tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan hak prioritas
meskipun bekas pemegang hak.

Faktor penyebab utama/dominan terjadinya konflik penguasaan tanah
eks HGB PT Pertamina (Persero) di Desa Sungai Gerong, Desa Sungai
Rebo, dan Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I dan Desa Sungai
Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dapat dilihat dari ketiga
pihak yang terlibat konflik. Faktor penyebab dominan dari sisi PT
Pertamina (Persero) yaitu ketidaktertiban administrasi pertanahan. Salah

satu faktor penyebab yang dominan dari sisi masyarakat dalam konflik
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penguasaan tanah eks HGB PT Pertamina (Persero) adalah tumpang
tindih penguasaan dan pemanfaatan tanah, serta pemanfaatan tanah oleh
pemerintah untuk kepentingan umum, meskipun bertujuan untuk
kesejahteraan masyarakat, justru memperburuk ketegangan terkait status
hukum tanah tersebut.

3. Upaya penanganan dan penyelesaian konflik Penguasaan aset tanah yang
dipernah dilakukan yaitu melakukan inventarisasi dan pengukuran eks
HGB PT Pertamina (Persero), menjalin kerjasama dan komunikasi
kepada Kementerian ATR/BPN c.q. Kanwil BPN Provinsi Sumatera
Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, Pemerintah
Kabupaten Banyuasin dan instansi terkait lainnya untuk merumuskan
penyelesaian konflik. Alternatif solusi penanganan dan penyelesaian
konflik penguasaan aset tanah Eks HGB atas nama PT Pertamina (Persero)
dengan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yaitu sesuai
dengan mekanisme penyelesaian konflik Agraria pada aset tanah badan
usaha milik negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2023 tentang Percepatan Reforma Agraria, antara lain: a) Kerja sama
pemanfaatan aset badan usaha milik negara sesuai dengan Permen
BUMN No PER-2/MBU/03/2023; b) HPL diberikan atas nama PT
Pertamina (Persero) dan kerja sama pemanfaatan tanah dengan
pemberian HGB di atas HPL; ¢) Redistribusi Tanah; dan d) Sertipikasi
Parsial untuk pemanfaatan oleh PT Pertamina (Persero), Pelepasan aset
kepada Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin serta relokasi
tanah untuk wilayah yang dimungkinkan untuk pengembangan bisnis PT

Pertamina (Persero).

B. Saran
1. Parapihak yang terlibat konflik penguasaan aset tanah ini perlu untuk segera
dilakukan penyelesaian untuk memberikan kepastian hukum terkait status

tanah tersebut. Penyelesaian yang cepat akan mengurangi ketegangan dan
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memastikan bahwa tanah yang merupakan aset negara dapat dikelola secara
optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

. Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan PT Pertamina (Persero) perlu
meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam menyusun langkah-
langkah penyelesaian konflik melalui Focus Grup Discussion (FGD).
Kolaborasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat akan mempermudah
proses penyelesaian dan menghindari mispersepsi yang dapat memperburuk
konflik.

. Pemerintah Kabupaten Banyuasin, PT Pertamina (Persero), dan masyarakat
harus bekerja sama untuk memastikan bahwa solusi yang diambil tidak
hanya mengutamakan kepentingan pihak tertentu. Upaya tersebut dapat
dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yaitu Kementerian ATR/BPN

dalam proses pengambilan keputusan.
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